
KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan tertib administrasi p€merintahan dan menciptakan

kelancaran komunikasi tertulis sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna,

dibutuhkan suatu pedoman yang berorientasi pada terwuiudnya kesamaan

pengertian, bahasa, penafsiran dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan

yang berlaku menuiu taia kelola pemerintahan yang baik.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi

p€ngatuftin jenis, fomat, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan

penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi

kedinasan. Hal ini merupakan salah salu upaya untuk mewuiudkan keterpaduan

pota tindak iaia naskah kedinasan guna menuniang kelancaEn betkomunikasi

antar komponen penyelenggara pemerintahan.

Buku Pedoman Tata Naskah Dinas ini dicetak dan diditribusikan kepada

seluruh Satuan Keria Perangkat Daerah dalam Linqkup Pemerintah Kabupaten

Maros untuk dijadikan standar acuan dan p€doman dalam pengelolaan administrasi

guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna komunikasi kedinasan secara

be*elanjuian dalam penyelenggaraan lugas umum pemerintahan menu.iu Maros

yang lebih BAIK.
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BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 4 TAHUN rorl

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHi'AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 Peraluran

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah

Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka efisiensi
dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan' maka
perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ma(os;

b. bahwa Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Maros tidak sesuai lagi dengan perkembangan

keadaan, efisiensi dan efektivilas administrasi penyelenggaraan

Pemerinlahan, maka Perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b di alas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Tata Naskah Oinas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun '1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones'a

Nomor 3851):

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1974 lentang Pokok-pokok
Kepegiwaian (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1974

Nomol 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541)

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43

Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '1999

Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389); \
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5. Undang-Undang Nomor'ls Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 195'l tentang Lambang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
176):

8. Peraturan Pemerantah Nomof 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan
Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomo|l971, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1636);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 474'l );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4790);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Oaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor4790);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang meniadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten

Maros Tahun 2008 Nomor 07),

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten



Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros 2008 Nomor '19),

sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah Kabupaten
Maros Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran

Daerah KabuDaten Maros Tahun 20'10 Nomor 07);

17. Peraluran Daerah Kabupalen Maros Nomor 20 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor
20\:

18. Peraluran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2'1 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinasdinas Daerah Lingkup

Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2OOg Nomor 21), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupalen Maros

Nomor 08 Tahun 2010 tenlang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinasiinas Daerah Kabupaten Maros
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 08);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Keia Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2Oo8 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali' terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 09 Tahun

2OlO tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Keria Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran

Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 09);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 23 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Keria Inspektorat Kabupaten Maros
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros 2008 Tahun Nomor 23);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 24 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Keria Kecamatan Kabupaten Maros
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros 2008 Nomor 24);

22. Pealwan Daerah Kabupaten Maros Nomor 25 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Maros
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros 2008 Nomor 25);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus

KORPRI Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaien Maros

2010 Nomor 02);

24. PetalLiian Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2010

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros (Lembaran

Daerah Kabupaten Maros 2010 Nomor 03);

''EMUTUSKAN 
:

Menelapkan : PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOIIIAN TATA NASKAH
DINAS DI LTNGKUNGAN PEI'ERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM
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Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka

Tunggal lka;

2. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat

daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berbentuk Logo dan atau Bendera:

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemeriniah Kabupaten Maros;

5. Buoatiadalah Bupati Maros;

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kabupaten Maros;

8. Satuan Keria Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja

perangkat daerah K-bupaten Maros yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Fenrakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,

Kelurahan dan Lembaga LainnYa;

9. Unit Pelaksana Teknis dan selaniutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis

oDerasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau

badan;

10. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan

jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan

naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan;

11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang

dibuat dan / atau dikeluarkan oleh peiabat yang berwenang di lingkungan

Pemerintah KabuDaten Maros;

12. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional,

serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas;

13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu iabalan atau SKPD;

'14. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan iabatan atau nama SKPD

tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas;

15. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama

SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah:

16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat Pada suatu jabatan;

17. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dad pejabat kepada

pejabat atau peiabat dibawahnya;

18. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada

bawahan untuk melakukan suatu tugas tertenlu atas nama yang memberi mandat;

19. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang

ada pada Gorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan

tugas dan kewenangan pada iabatannya;

20. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan ptoduk hukum,

yang bersifat pengaluran ditetapkan oleh Bupati setelah -mendapat 
persetuiuan

Lersama Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Kabupalen Maros untuk mengatur

urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

21. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum

yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati:



22.

24.
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Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum

yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah;

Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum

yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan finali

Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

huium yang bersifat penetapan, individual, konkril dan final;

25. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dar' Bupati kepada

bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;

26.suratedaranada|ahnaskahdinasyangbe'isipemberitahuan,penie|asandan/atau
petuniuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak;

27. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pedanyaan'

permintaan jawaban atau saran dan sebagainya;

28. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat

sebagai tandibukti untuk menerangkan atau menielaskan kebenaran sesuatu hal:

29. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan

yang berisi perintah untuk melaksanakan pekeriaaan tertentu;

30. Surat izin adalah naskah dinas yang bedsi persetuiuan terhadap suatu permohonan

yang dikeluarkan oleh peiabat yang beMenang;

31. Surat perianjian adalah naskah dinas yang bedsi kesepakatan bersama antara dua

Uetan ilnif atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang

telah dis€Pakati bersama:

32. Surat perintah tugas
bawahan yang berisi
dan fungsinya;

adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
perintah untuk melaksanakan pekeriaan sesuai dengan tugas

33. Surat perintah perialanan dinas adalah naskah dinas dari peiabat yang berwenang

keoadi bawahan itau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas:

34. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang beMenang kepada bawahan

berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu

tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;

35. Surat undangan adalah naskah dinas dari peiabat yang berwenang berisi undangan
- - 

iepada pejaiaUpegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu

acara kedinasan;

36.suratketeranganme|aksanakantugasada|ahnaskahdinas.daripejabatyang
benrvenang beisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas;

37. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang be'wenang berisi

panggilin kepada seorang pegawai untuk menghadap;

38. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan

antar pelaUat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan;

39. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan

konsep naskah dinas kepada atasani

40. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk

tertulis keDada bawahan;

41. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain betisi

analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sislematis'

42. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang beMenang berisi

pemberitahuan Yang bersifat umum;

43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang betisi informasi

dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan;



47.

48.

49.

44. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan

atau caiatan tentang sesuatu hal yang dapat diadikan bahan pertimbangan

kedinasan;

45. Surat pengantat adalah naskah dinas berisiienis dan iumlah barang yang berfungsi

sebagai tanda terima;

46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang beMenang berisi hal tertentu

yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik;

Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah;

Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati;

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang

ditanda tangani oleh Para Pihak:

50. Notulen adalah naskah dinas yang memual catatan proses sidang atau rapat;

51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan iertentu;

52. Daftat hadir adalah naskah dinas dari pejabat beMenang yang berisi keterangan

alas kehadiran seseorang;

53. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang beMenang..berisi penghargaan

ata; prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan;

54. Surat TandaTamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas

yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan

tertentu;

55. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah

mengikuti kegiatan tertentui

56. Petubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas;

57. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas se.iak

ditetapkan Pencabutan tersebut;

58. Pembatatan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah

dikeluarkan.

BAB II
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:
a. asas efisien dan efektif;
b. asas Dembakuan;
c. asas akuniabilitas;
d. asas keterkaitan;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
f. asas keamanan.

Pasal 3

(1) Asas efisien dan efeKif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a' dilakukan
' ' ref"fui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang.alau lembar naskah

dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik'

benar dan lugas.
(2) Asas pembakuan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b' dilakukan melalui

lal€/cara dan bentuk yang telah dibakukan



(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c' yaitu

penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi

isi, format-, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi'
(4) Asas kete*aitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah

dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
(5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e,

yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran'
(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f' yaitu

penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi'

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:
a. ketelitian:
b. kejelasan;
c. singkat dan Padat;dan
d. logis dan meyakinkan;

Pasal 5

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a' diselenggarakan' ' 
secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur' kaidah

bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan

(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan

dengan memperhatikan kejelasan aspek tisik dan materi dengan mengutamakan

metode yang cepat dan tepat.
(3) Prinsip iindx"t Orn padit sebagaimana dimaksud .dalam .Pasal 4 huruf c,' 

diselenggarikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(4) Prinsip l-ogis <fan m6yakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d'' 
diselenggJrakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta slruktur kalimat

harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

a. pengelolaan surat masuk;
b. pengelolaan surat keluar;
c. tingkat keamanan;
d. kecepatan proses;
e. penggunaan kertas surat;
f. peng-tiun sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan

g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan

melalui:
a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melaluitahapan:

'1. diagenda dan diklasitikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit

pengelola;
2. unit-pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan

pimpinan; dan
3. surat masuk diarsiPkan pada unit tata usaha'

b. mpy surat iawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak'

i. alui surat'menyurit diselenggarikan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan

tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang'
X
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Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan

melaluitahapan:
a. konsep surat keluar diparaf secara berienjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan

kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam

rangka pengendalian;
b. surit keluai yang telah ditandatangani oteh petabal yang ben'venang diberi nomor,

tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja

perangkat daerah sebagai syarat sahnya surat:
c. oenorioran surat keluar berisi klasifikasi ienis surai, nomor agenda sutal keluar dan

kode unit kerja yang mengeluarkan surat;
d. klasifikasi jeirii surat sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;
e. suiat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b waiib segera dikirim; dan

f. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha dan unit keia yang membidangi'

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan

mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya

memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erai hubungannya dengan rahasia negara'

keamanan dan keselamatan negara.
b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang maleri dan sifatnya memiliki tingkat

keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa'

c. surat penting disingfit e, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu

mendapat perhatian penerima surat.
d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki

tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya

pemerintahan dan Pembangunan
e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun

tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;

b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 iam setelah surat diterima;

c. pe-nting, dengan batas waktu 3 x 24 iam setelah surat diterima; dan

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima'

Pasal ll

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai

berikut:
a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;

b. penggunain k;rtas HVS 80 gram atiau lebih serta jenis lain, digunakan untuk jenis

it""[itr oin"" yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam

waktu lama;
penyediaan surat berlambang negara beMarna kuning emas atau lambang daerah

beMarna dicetak di atas kertas 80 gram dan 80 gram;

ukuran kertas yang digunakan uniuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330

r.);
e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah 44 (210 x

297 mm); dan
f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm)

d.

\



-9-

Pasal'12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6

huruf f, sebagai berikut:
a. penggunaan jenis huruf Pica;
b. ariei 12 alau disesuaikan dengan kebutuhan; dan

c. sDasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, beMarna
putih dengan kualitas baik.

BAB III
NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
B€ntuk Dan Susunan

Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten,

terdiri atas:
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati;
c. Peraturan Bersama Bupati; dan
d. Keputusan Bupati;

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas sural di lingkungan Pemerintah Kabupaten'

terdiri atas:
a. instruksi;
b. surat edaran;
c. surat bias;
d. surat keterangan;
e. surat perintah;
f. surat izin,
g. surat perianjian;
h. surat perintah tugas;
i. surat perinlah perjalanan dinas;
j. surat kuasa;
k. surat undangan;
L surat keterangan melaksanakan tugas;
m. surat panggilan;
n. nota dinasi
o. nota pengaiuan konsep naskah dinas;
p. lembar disposisi;
q. telaahan staf;
r. pengumuman;
s. laporan;
t. rekomendasi;
u. surat pengantar:
v. telegram;
w. lembaran daerah;
x. berita daerah;

{
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y. berita acara;
z. notulen;
aa- memo:
ab. daftar hadir;
ac. Piagam;
ad. sertifikat; dan
AE. STTPP.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN

ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,
PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam

hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya

(2) Untuk ieliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam

hubungan internaiantara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya

(3) Tangg-ung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada
' ' paai- pejduat yang helimpahkan wewenang dan peiabat yang menerima

betimpatrin we\rrenang harus mempertanggungiawabkan kepada peiabat yang

melimpahkan wewenang.

Pasal 17

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan peiabat sementara pada jabatan

tertentu yang-menO"pat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas,

karena pejabat definitif belum dilantik.
(2) Plt sedaiaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupatidan berlaku paling lama 'l (satu) tahun 
.

(3) Plt' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung iawab atas naskah dinas

yang dilakukannya.

Pasal 18

(1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat 
. 
sementara pada

iabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah

dinas, karena peiabat definitif berhalangan sementara'
(2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Kepala

SKPD dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(3) Plh sebagaimana dimaklud pada ayat (1) memp9rtary.glngiSwabkan pelaksanaan

atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif'

Pasal 19

(1) Peniabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk.iabatan Bupati'

izi peniaoat 3eoigaimina dimaksud pada ayat (1) metaksanakan lugas pemerintahan

sampai dengan pelantikan peiabat definitif.

BAB V
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN'
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS
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Bagian Kesatu
Paraf

Pasal 20

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani tedebih dahulu diparai

iZl f.faskitr dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani

terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan oleh peiabat

terkait secara horizontal dan vertikal.
(4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan

singkat se6agai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi'

redaksi dan pengetikan naskah dinas.
(5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Daraf hierarki: dan
b. oaraf koordinasi.

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pa3al 2'l

(1) Penulisan nama Bupati, Wakil Bupati pada naslah dinas:

a.dalam bentuk dan susunan Peraturan Daerah tidak menggunakan gelar;

b.dalam bentuk dan susunan selain dimaksud pada huruf a menggunakan gelar'

(2) Penulisan nama Kepala Desa pada naskah dinas:

a.dalam bentuk dan susunan Peraturan Desa tidak menggunakan gelar;

b. dalam bentuk dan susunan selain dimaksud pada huruf a menggunakan gelar'

(3) Penqundangan naskah dinas dalam bentuk Peratutan Daerah dan Peraturan Oesa

dilaksanakan oleh Sekletaris Daerah dengan penulasan nama lanpa menggunaKan

(4)

(5)

qelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

Fenuii""n nama peiabat selain yang dimaksud pada ayat (3) menggunakan gelar,

nomor induk pegawai dan Pangkat.
Penulisan nama labatan dan nama pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12, sebagai berikut:
a. Pada;khir nama iabatan menggunakan tanda baca koma;

b. Nama iabatan dan nama peiabat ditulis dengan huruf kapital dan

dan

ditebalkan;

sesualc, Jarak anlara nama jabatan dan nama pejabat 3 (tiga) spasi atau

kebutuhan.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Naekah Dinas

Pasal22

(1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum' 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4 terdiri atas:

a. Deraturan daerah;
b. peraturan BuPati;
c. peraturan bersama Bupati; dan
d. keputusan Bupati.

(2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal '15 terdiri atas:

a. instruksi;
b. surat edaran:
c. surat biasa;
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surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;
surat Perianiian;
surat perintah tugas;
surat kuasa;
surat undan9an;
surat keterangan melaksanakan tugas;
surat Panggilan;
nota dinas;
lembar disposisi;
pen9umuman;
laporan;
rekomendasi,
telegram;
berita acara;
memo;
piagam;
sertifikat; dan
STTPP.

Pasal 23

Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang

bersifat tintas slktor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan

terpadu.
Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) secara

fungiionalietap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan'

Pasel21

Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal '15 terdiri atas:

a. surat biasa:
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin;
e. surat perintah tugas;
f. surat keterangan melaksanakan tugas;
g. nota dinas;
h. lembar disposisi:
i. telaahan staf;

i. laporan;
k. rekomendasi; dan
t. memo.
Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi:

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas:
1. surat edaran;
2. surat biasa;
3. surat keterangan;
4. surat perintah;

5. surat izin;
6. surat perintah tugas;
7. surat keterangan melaksanakan tugas;
8. nota dinas;

(1)

(2)

(1)

(2',)

i
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9. lembar disposisi;
'10. pengumuman;
11. telegram:
'12. berita acata;
13. piagam; dan
14. sertifikat.

Pa3al 25

(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiriatas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan:
c. surat periniah;
d. surat izin;
e. surat Perianjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;
i. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah danas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. surat pengantar:
t. lembaran daerah;
u. berita daerah;
v. berita acara;
w. notulen;
x. memo;
y. daftar hadir; dan
z. sertifikai.

(2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang

meliDuti:
a. dalam bentuk dan susunan Produk

dengan kewenangannya: dan
hukum berupa Keputusan Bupati sesuai

dimaksud dalam Pasal 15 terdirib. dalam bentuk dan susunan surai sebagaimana
au$:
1. surat edaran;
2. surat biasa;
3. surat keterangan;
4. surat perintah;
5. surat izin;
6. surat perjanjian;
7. surat perintah tugas;
8. sural undangan;
9- surat keterangan melaksanakan tugas;
10. surat panggilan:
11. nota dinas;
12. pengumuman;
13. telegram;



-14-

14. berita acara;
15. piagam;
16. sertifikat; dan

. 17. STTPP.

Pasal 26

(1) Asisten menandalangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. nota dinas:
b. nota pengaiuan konsep naskah dinas;
c. lembar disposisi;
d. telaahan staf;
e. lapotan:
f. surat Pengantar;
g. notulen; dan
h. memo.

(2)Asistenatasnamasekretarisoaerahmenandatanganinaskahdinasda|ambentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat oerintah;
d. surat Perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
I surat undangan;
g. surat Panggilan;
h. nota dinas;

' i. nota pengaiuan konsep naskah dinas;
j. laporan;

: k. surat Pengantar; dan
L dafrar hadir.

Pasal27

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
b. telaahan staf; dan
c. laporan.

Pasal 28

(l) Kepala SKPO menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surat izin;

. e. surat Perianiian;
i surat Perintah tugas;
g. surat Perintah Peialanan danas;'- h. surat kuasa;
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas,

k. surat Panggilan;
l. nota dinas:
m. nota pengaiuan konsep naskah dinas;

&
\
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n. lembar disPosisi;
o. telaahan stafi
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo;
u. daftar hadir: dan
v. sertifikal.

121 Xepafa SXeO atas nama Bupati menandatangani naskah.dinas yang meliputi:

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sesuai

dengan kewenangannya; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri

atas:
1. surat biasa;
2. surat keterangan;
3. surat Perintah;
4. suIat undanganl dan
5. sertifikat.

f3) Kepala Barlan Kepegawaian Daerah dan Diklat selaku Kepala SKPD atas nama
' ' Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan sural

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat undangan;
c. pengumuman;
d. laooran:
e. telegram;
f. piagam;
g. sertifikat; dan
h. STTPP.

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Perintah;
d. surai izin;
e. surat Perjanlian;
f. surat Periniah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. surat undangan;

i. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat Panggilan;
L nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah d'nas;
n. lembar disposisi;
o. telaahan stat;
p. pengumuman;
q. laporan;
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo: oan
u- daftar hadar.
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(2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandaiangani naskah dinas meliputi:

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sesuai

dengan kewenangannya, dan;
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas:
1. surat biasa;
2. surat kelerangan; dan
3. surat Perinlah.

Pa3al 30

(1) Kepala UPT dinas/badan menandatiangani naskah dinas .dalam bentuk dan

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri alas:

a. surat biasa;
b. surat perintah;
c. surat Petianjian;
d. surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
f. surat kuasa:
g. sural undangani
h. surat keterangan melaksanakan tugas;
i. surat panggilan;

.i. nota dinas;
k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
l. lembar disposisi;
m.telaahan staf;
n. pengumuman;
o. laporan;
p. rekomendasi:
o. berita acara;
r. memo; dan
s. daftar hadir.

(2) Kepala UPT dinas/badan atas nama Kepala Dinas/Badan. menandatangani naskah
' ' 

dinas dalam bentuk dan susunan sural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat kelerangan;
c. surat Derintah:
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

Pasal 3l

(1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan sural

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keGrangan;
c. sural perintah;
d. sural kuasa;
e. surat undangan;
f. nota dinas:
g. nola pengaiuan konsep naskah dinas;
h. lembar disPosisi;
i. telaahan staf:
j. laporan;
k. memo: dan
L dafiar hadir.

.li

\
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(2) Sekretaris atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk
'' 

dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal l5 terdiri atas:

a. sutat biasa:
b. surat keterangan;
c. surat Derintah;
d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

P$al 32

(1) Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat perintah;
d. surat izin:
e. surat Pertanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. surat kuasa;
i. sural undangan;
i. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
L nota dinas;
m.nota pengaiuan konsep naskah dinas;
n. lembar disPosisi;
o. telaahan staf;
p. pengumuman:
q. laporan:
r. rekomendasi;
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.

(2) Camat aias nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan

surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa:
b. surat keterangan;
c. surat P€rintah; dan
d. surat undangan.

Pasal 33

(1) Keoala Baqian dan Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk
' ' dan susunaln surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat perintah;
b. nota dinas:
c. nota pengaiuan konsep naskah dinas;

d. lembar disposisi;
e. telaahan stat
f. laporan; dan
g. daftar hadir.

ol keoala Baqian dan Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD menandatanganl*' 
"l5t"n 

oi"iJtam oeniul oan susinan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal

15 terdiri atas:
a. sutat biasa;
b. surat keterangan:
c. surat Perintah;

JP

\
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d. nota dinas; dan
e. daftar hadir.

Pasal 34

(1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Derintah:
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. surat perintah tugas;
g. surat perintah pedalanan dinas;
h. surat kuasa:
i. surat undangan;
j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan,
l. nota dinas;
m.nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. iembar disposisi;
o. telahaan staf;
p. pengumuman;
q. raporan;
r. rekomendasi:
s. berita acara;
t. memo; dan
u. daftar hadir.

(2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam benluk dan susunan
sural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Derintah: dan
d. surat undangan.

Pasal 35

(1) Kepala Desa menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. Peraturan Desai
b. Peraturan Kepala Desa;
c. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
d. Keputusan Kepala Desa.

(2) Kepala Desa menandalangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. instruksi;
b. surat edaran;
c. surat biasa;
d. surat keterangan;
e. surat oerintah:
f. surat izin;
g. surat perjanjian:
h. surat perintah lugas;
i. surat kuasa:
j. surat undangan;
k. surat keterangan melaksanakan tugas;
l. surat panggilan;
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m. nota dinas;
n. lembar disposisi;
o. pengumuman;
p. Eporan;
o. rekomendasi:
r. telegram;
s. berila ac€ra;
I. memo;
u. pragam;
v. sertifikat; dan
W. STTPP.

(3) Sekretaris oesa menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat Derintah:
d. surat kuasa;
e. surat undangan;
i nota dinas;
g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
h. lembar disoosisi:
i. telaahan stat
i. laporan;
k. memo; dan
l. daftar hadir.

(4) Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;
c. surat oerintah:
d. nota dinas: dan
e. daftar hadir.

Pasal 36

(1) Kepala Sub bagian, Kepala Sub bidang, Kepala Seksi menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri
atzts:
a. nota dinas;
b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. telaahan staf; dan
d. laooran.

(2) Kepala Sub bagian, Kepala Sub bidang, Kepala Seksi, atas nama Sekretaris,
Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. surat Perintah:
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir.

Bagian Keempat
Pendslegasian Penandatanganan Naakah Dina3

Pasal 37

Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 38

(1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas beMarna h'tam'

izi rint" v"ns digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas

biru tua.
(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas

merah.

Derwarna

berwarna

BAB VI
STEISPEL

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 39

Jenis stempel uniuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiriatas:

a. stempel iabatan; dan
b. stempel perangkat daerah

Pasal 40

(1) Stempel jabatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, adalah stempel

jabatan Bupati dan jabatan Kepala Desa.
(2) Stempel liOatan Supati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) betisi nama jabatan
' ' 

dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang'

101 StempetjiUatan Kepab DLsa sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) berisi nama
'-' pemerintitr kabupaten, jabatan [epala desa dan nama kecamatan serta

menggunakan lambang daerah.

Pasal 41

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 hun'fb terdiri atas:

a. stemDel SKPD dan atau lembaga lain;

b. slemDel SKPD untuk keperluan tertentu; dan

c. stemoel UPT Dinas dan/atau Badan

Bagian Kedua
Bentuk. Ukuran dan lsi

Pasal 42

Stempel jabatan Bupati, stempel .iabatan kepala desa dan stempel perangkat daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 betbentuk lingkaran

Pasal ,(i

Ukuran stempel iabatan dan stempel perangkai daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 meliputi :

". 
uiur"n garis tengah lingkaran luar slempel iabatan dan stempel perangkat daerah

adalah 4 cm;
U. uiutan g"ri" t"ngah lingkaran tengah stempel iabatan dan perangkat daerah adalah

3,8 cm;

". 
uiron'g"ti" t ngah lingkaran datam stempeljabatan dan perangkat daerah adalah

2.7 crn: dan

l.
\



-21-

d. jaak anlaa 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 44

(1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal40 huruf b, meliputi :

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat

daerah adalah 1.8 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat

daerah adalah 'l,7 cm;
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel iabatan dan stempel perangkat

daerah adalah 1,2 cm; dan
d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm'

(2) Stempet perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada' ' 
ayat it) Oipergunakan untuk kartu tanda penduduk' kartu pegawai, tanda pengenal,

asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 4!i

(1) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas€l 39 huruf b berisi

nama Pemerintah Kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan serta

menggunakan lambang daerah.
(2) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c' berisi nama

Pemerintah Kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan serla

menggunakan lambang daerah.

Bagian Ketiga
Ponggunaan

Pa3al 46

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempeljabatan bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39, adalah Bupati dan Wakil Bupati.
(2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan kepala desa sebagaimana

dimaksud datam Pasal 39, adalah Kepala Desa.
(3) Pejabat yang bertrak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana' ' 

di;aksud dalam Pasal 39 huruf b, adalah Kepala SKPD, Kepala Lembaga lainnya,

kepala UPT atau peiabat yang diberi wewenang.

Pasal 47

Perangkat Daerah yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;

d.

t.
g.

dinas daerah;
lembaga teknis daerah;
kecamatan;
kelurahan; dan
lembaga lainnya.

Pasal 48

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta beMarna ung-u dan dibubuhkan pada

bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas



Bagian KeemPat
Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 49

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel. jabatan untuk naskah dinas' 
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat

Daerah;
(21 kewenanqan gemeqanq dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh
'-' ,nit y"ng'."toidaigi Jrusan retitausahaan pada setiap SKPD, Lembaga lainnya

dan UPT;
(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) bertanggung iawab atas penggunaan stempel;

1a; eenunluriri pelabat pemegang dan penyimpan .stempel sebagaimana dimaksud
' ' 

pada iyat (3j ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD'

(1) Untuk pengamanan
menggunakan kode;

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 50

stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten,

(2) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun diadakan perubahan oleh

masing-masing SKPD;
(3) Setia;sKPD, iembaga lainnya dan UPT memiliki paling banyak 3 (tiga) stempel;

iai Kecamatan dan Kelurahan memiliki paling banyak 2 (dua) stempel

BAB VII
KOP NASKAH DINAS

Bagian K6atu
Jenis

Pasal 51

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah kabupaten terdiri atas:

a. kop naskah dinas iabatan; dan
b. koD naskah dinas perangkat daerah

Bagian Kedua
Bentuk dan lsi

Pasal 52

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a untuk

Bupati/Wakil Bupaii menggunakan:
i. LmUang negara berulina kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas

untuk nlskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;

b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas

serta ai;mai nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos

ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam benluk dan

susunan suftlI. t
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(2) Kop naskah dinas perangkat daerah memuat lambang daerah hitam putih,
sebutan pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamal,
nomor telepon, nomor faksimile, kode pos, e-mail, dan website, dan kode pos
yang ditempatkan pada posisi tengah bagian atas kertas.

(3) Kop naskah dinas kecamatan memuat lambang daerah hitam putih, sebutan
pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile,
kode pos, e-mail, dan website yang ditempatkan pada posis, tengah bagian atas
kenas.

(4) Kop naskah dinas kelurahan memuat lambang daerah hitam putih, sebutan
pemerintah kabupaten, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon,
nomor faksimile, kode pos, e-mail, website yang ditempatkan pada posisi tengah
bagian atas kertas.

(5) Kop naskah dinas desa memuat lambang daerah hitam putih, sebutan pemerintah
kabupaten, nama Kecamatan, nama desa, alamal, nomor telepon, nomor
faksimile, kode pos, e-mail dan website yang ditempatkan pada posisi tengah
bagian atas kertas.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 53

('l) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh BupatiMakil Bupati.
Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2, dapat
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli Bupati.
Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), digunakan
untuk naskah dinas yang dilandatangani oleh Kepala SKPD dan Lembaga lainnya
alau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
untuk naskah dinas yang ditandaiangani oleh camat yang
pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang
pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa
atau pe.iabat lain yang dituniuk.

BAB VIII
SAiIPUL I{ASKAH DINAS

Bagian K$atu
Jenis

Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiriatas:
a. sampul naskah dinasjabatan; dan
b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk. Ukuran dan bi

Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

ayat (3), digunakan
bersangkutan atau

ayat (4), digunakan
beGangkutan atau

ayat (5), digunakan
yang bersangkutan



Pasal 56

(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm,
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
d. sampuf seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 12 cm.

(2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan kerlas casing dengan warna:
a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati;
b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah atau lembaga lain.

Pasal 57

(1) Sampul naskah dinas iabatan berisi lambang negara berwarna kuningemas, nama
jabatan, alamat, nomor telepon, faksimile, kode pos, e-mail, dan website di bagian
tengah atas.

(2) Sampul perangkat daerah berisi lambang daerah, nama pemerintah kabupaten,
nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, kode pos, e-
mail, dan website di bagian tengah atas.

(3) Sampul UPT berisi lambang daerah, nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan
UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan
kode pos di bagian tengah atas.

BAB IX
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 58

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. papan nama Kantor Bupati; dan
b. papan nama Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk. Ukuran. lsi

Pasal 59

Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 60

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 6l

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a
daerah, tulisan Kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf
pemerintah Kabupaten dan nama SKPD yang bersangkulan,
telepon serta kode pos.

berisi lambang

b berisi lulisan
alamat, nomor
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(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama Kantor Bupati dan Perangkat

Daerah. diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 62

Papan nama Kantor Bupati, Perangkat Daerah dan Lembaga lainnya' ditempatkan
pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk

bangunannya.

Pasal 63

Bagi beberapa SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu kompleks, dibuat

dallm satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD

BAB X
PERUBAHAN. DAN PENCABUTAN

Pasal 64

(1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini

dilakukan dengan benluk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)' dilakukan oleh pejabat yang menetapkan' mengeluarkan atau pejabat

diatasnva.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 65

pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di

lingkungan Pemerintah KabuPaten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n' u.b'

Bupati melaporkan
kepada Gubernur.

bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul
nama sebagaimana dimaksud dalam BAB lll' BAB lV' BAB

Vtll, dan BAB lX tercanlum dalam lampiran Peraturan Bupati

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini' maka segala ketentuan hukum yang mengatur

hal y;ng sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Plt, Plh dan Pj, paraf,
naskah dinas dan papan
V, BAB VI, BAB VII, BAB
ini.



Peraturan Bupati
Agar setiap orang
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Pasal 69

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penem I dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PAAAF
Ditetaokan di Maros
paoa al , 1o llanL

I'AROS,

A RAHIYIAN. Mi'
Diundangkan di Maros
pada tanggal, to Ua..t porl

DAERAH.SEKRETARIS-9r
lr. H. BAHARUDDIN. mM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2rx NOMOR 44

AIISTEN :
TA8^G :

LASUEAG:
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I-AMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PEMTURAN BUPATI MAROS
: 46 TAHUN ;?'N

: to 0r6P€l 4Dd

: PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAROS

_---- -,-----|> wama
Kuning Emas

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a n, u b, Plt' Plh DAN Pj'

PNNNT, PCINHONTANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL' KOP NASKAH

DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

BUPATI MAROS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR ...... TAHUN

TENTANG

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang

Mengingal

banwa
bahwa
dan seierusnya.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros......... '

Oengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH KABUPATEN MAROS

oan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

2. Pe.]alwan Pemerintah. .... .....
3. Peraturan Presiden..... .....

Menetapkan : PEMTURAN DAERAH TENTANG
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2

BAB II

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

DitetaDkan di
pada tanggal

BUPATI MAROS.

NAMA
( Tanpa Gelar )

Diundangkan di ...........
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
( Tanpa Gelar )

H



-----_-+ 
wama

ttuning Emas

BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR....... TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang :

b. bahwa

2. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Menteri

MEMUTUSKAN :

Menetaokan : PERATURAN BUPATI TENTANG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

'1.

2.
3. dan seterusnya.
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BAB II

(dan seterusnya)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal ............

BUPATI MAROS,

NAMA
(ltenqgunakan Gelar)

Oiundangkan di ..........
pada tanggal .............

SEKRETARIS DAERAH,

I_A!L_A_(lrt"nggunakan cola.)

Pangkat:

NiD .

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ..--..-.-.. NOMOR



t0

------_' wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

PEMTURAN BERSAMA BUPATI MAROS
DAN BUPATI PINRANG

NOMOR .......... TAHUN .........
NOMOR ... ... .... TAHUN ... ... ...

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS DAN BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa

Mengingat :

b. bahwa ...............
c. dan seterusnya.

1. Undang-Undang
2. Peraluran Pemerintah

5. Peraturan Daerah.
6. Peraturan Eupati

MEMUTUS$N :

MenetaDkan : PEMTURAN EERSAMA BUPATI MAROS DAN BUPATI PINMNG

3. Peraturan Presiden

4. Peraturan Menteri..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

m Peraturan Bersama Bupati ini yang dimaksud dengan :Dala
1 ...

dan seterusnya.

--

Pasal 2



BAB II

(dan seterusnYa)

Peraturan Bersama Bupati M;;;; ;;; il;;ii P;;;;s i;; mulai betlaku pada tanssal

diundangkan.

Aoar setiaD oranq mengetahuinya, memetintahkan pengundangan-Peraturan Bersama

Ai;ii"lE;;;"p.n".t"t"nnvi o"t"m Berita Daerah Kabupaten (Pemrakalsa)

BUPATI PINRANG,

NAMA
(illonggunakan Golar)

Diundangkan di .........
pada tanggal ............

SEKRETARIS DAERAH, (PsmrakaFa)

N A It A (Menssumkrncehr)

Pangkat:

Nip :

BERITA DAERAH KABUPATEN

Oitetapkan di Maros
pada tanggal

BUPATI MAROS,

NAMA
(Menggunakan Golai)

......(Pemrakarsa) TAHUN .......... NOMOR ......



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

Kuning Emas

BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR.......

TENTANG

BUPATI MAROS,

a. bahwa ...........--..
b. bahwa .............. """" """"''
c. dan seterusnya. -

1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Presiden.... ............. -- ;

4. Peraturan Menteri .... .............. ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros ;

6. Peraturan Bupati Maros..... ....

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSANBUPATITENTANG

Ditetapkan di Maros
pada tanggal

BUPATI MAROS,

NAM A
(Ionggunakan Golar)

Tembusan
Yth. 1. ........................;

2. dan selerusnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH

Jf. Jend. Sudirman Maros Ptop. Sulsel, Telp (U11\ 374374, Faks (0411) 37'l'139
Kode Pos 90516 Email : setda@Maroskab.go.id, Website: www.Maroskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR.......

Menimbang

Mengingat

TENTANG

2. Peraturan Pemerinlah
3. Peraturan Presiden

4. Peraturan Menleri
5. Peraturan Daerah Kabupaten Maros.
6. Peraturan Buoati Maros

MEMUTUSI(AN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG,Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. BUPATI MAROS
SEKRETARIS DAERAH,

l{ A M A ([enqqunak.n oela.l
Pangkat:
NIP :

Tembusan
Yth. 1.........................;

2. dan seterusnya.

--



---------------- Wama
Kuning Emas

INSTRUK
NOMOR.

BUPATI MAROS

SI BUPATI MAROS

TENTANG

BUPATI MAROS,

Dalam rangka

dengan ini menginstruksikan:

Kepada :'l

4.

Unluk

KESATU
KEDUA
KETIGA : dan seterusnya;

Instruksi ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros
pada tanggal

BUPATI MAROS,

NAflA
(Menggunakan Gelao

Jl. Jend Sudirman No...Maros Prop. Sul-Sel, Telp. (M11) 374374, Faks.
Kode Pos : 90516 Email : setda@Maroskab.go.id

Website : www.Maroskab.oo.id

(0411) 371139



BUPATI MAROS

________________ Wama
ttuning Emas

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Kepada
YthNomor

Sifat
Lampiran
Hal

di

SURAT EDARAN
NOMOR.........

BUPATI MAROS.

NAMA
(Menggunakan Gelar)

Jl. Jend. Sudirman No...MarosProp. Sul-Sel, Telp. (U11) 374374, Faks. (0411) 371139
Kode Pos : 90516 Email : setda@Maroskab.go.id

Website : www.Maroskab.qo.id
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Kuning Enas

BUPATI MAROS

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Kepada
yth ... ... ... ... ... ... ... ... ....

dl

BUPATI iIAROS,

NAMA
(Menggunakan Gelar)

Jl. Jend. Sudirman No. ..Maros Ptop. Sul-Sel, Telp. (0411) 374374, Faks. (0411) 371139
Kode Pos : 90516 Email : setda@Maroskab.go.id

Website : www.Maroskab.oo.id



___-____________ Wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

SURAT KETEMNGAN

NOMOR ..............

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama
b. Jabatan

c- Jabatan

Maksud

: Bupati Maros

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama
b. NIP
b. Pangkaucolongan :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sep€tlunya.

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

BUPATI TIAROS.

NAIA
(Menggunakan Gelar)

Jl. Jend. Sudirman No. ...Maros Prop. Sul-Sel, Telp. (U11) 374374, Faks. (0411) 371139
Kode Pos : 90516 Email : setda@Maroskab.go.id

Website : www.Maroskab.qo.id
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---------------f 
wama

Kuning Emas

BUPATI MAROS

SURAT PERINTAH

NOMOR. .............

MMMMMMMMMMMMMM
Bupati Maros

MEMERINTAHKAN :

Nama
Jabatan

d. Jabatan

Untuk

Kepada :

a. Nama
b.N IP
c. Pangkaucol Ruang

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal

BUPATI i'AROS,

NAUA
(Menggunakan Gelar)

Jf. Jend. Sudirman No. ..Maros Prop. Sul-Sel, Telp. (U11't 374374, Faks. (0a11) 371139
Kode Pos : 90516 Email : setda@Maroskab-go.id

Website : www.Maroskab.oo.id



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jf. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel,Telp (0411) 374374, Faks l0/ll) 371139
Kode Pos 90516 Email I setda@Maroskab.go.id, Website : www.Maroskab.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR. .............

: MMMMMMMMMMMMMMM
: Sekretaris Daerah

Nama
Jabatan

Kepada :

a. Nama
b.N IP
c. Pangkavcol Ruang
d. Jabatan

MEMERINTAHKAN :

Untuk

Oemikian
jawab.

perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N. BUPATI MAROS
SEKRETARIS DAERAH,

I_A[l (uensgunakan gelar]

Pangkat :

NIP :
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Wama_ 
Kunlng Emas

BUPATI MAROS

SURAT IZIN
NOMOR. ..........-........... ..

TENTANG

Dasar
D.

dan seterusnya

MEMBERI IZIN:

Kepada :

a. Nama
b.N IP
c. Pangkaucol Ruang
d. Jabatan
e. Alamat

Untuk

Oitetapkan di Maros
pada tanggal

BUPATI MAROS,

NAfiA
(flgnggunakan Golarl

J|. Jend. sudirman No. .'Maros Prop. Su|-se|, Te|p. (04,|1) 374.374, F'akS' (041.1) 371139

Kode Pos: 90516 Email : setda@Maroskab go id

website : www Maroskab oo id



Wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

SUMT PERJANJIAN

NOMOR. ..............

TENTANG

Pada hari .........-...., tanggat bulan -'. '-dan tahun

bertempat di ........... ........, kamiyang berlanda tangan dlbawan Inl;

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PIHAK KE II

Pasal

(isi perjanjian)

Pasal

Penutuo

Surat perianiian ini ditandatangani oteh kedua belah pihak' pada haridan tanqgalters€but

diatas.

PIHAK KE II

NAMA JELAS

Saksi-saksi:
(tandatangan)
(tandatangan)

1.

2.

PIHAK KE I

BUPATI MAROS

NAMA JELAS
ggunakan Gelar)



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang
dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara
masyarakat kedua belah pihak :

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan serta
Meruiuk kepada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang daiam upaya untuk meningkatkan keriasama, yang
ditandangani di Kota ..........., t91.....b|n.... tahun ......

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku, masing-
masing Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

ARTIKEL 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama untuk meningkatkan dan memperluas

: kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota,
dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai

. berikut:

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada
ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang

disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3
PENGATUMN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat
pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari
Nota Kesepakatan ini,yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut di dalam
Artikel 1.

ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA

1.

1.

2.

--
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ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbuldalam pena$iran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini'

akandiselesaikansecaraoama|mela|uikonsultasinegosiasianiaraParaPihak.

ARTIKEL 6
PERUBAHAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki Masing-masing pihak dapat meminta

p"J"ii* !rL, p"tuuanJn. Segala uJntur ieruuanan ataupun perbaikan vang disepakat'

kedua belah pihak harus merupaxan Ualian integrat Oari Nota.Ke-sepatatan ini Perbaikan

;;;;;;J; tersebut dib;dakukan'paoa tainggat vang telah ditenlukan oleh Para

Pihak.

ARTIKEL 7

PEMBERLAKUAN, MASA BERTAKU DAN PENGAKHIRAN

1.
2.

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak di bawah ini' sebagaimana telah disahkan

o|ehPemerintahDa","h'"".ng.'""ing,te|ahmenandatanganiNotaKesepakatanini.

. BUPATI MAROS'

NAUA
(Menggunakan Gelar)

BUPATI SIOENRENG RAPPANG'

NAUA
(Menggunakan Gelao
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CONTOH FOR'YIAT IYIAP

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI

Jl. Jend Sudirman No. ...- Maros Prop. Sul-Sel, Kode Pos
'Ielp. (0411) 37474 EX. l-ax.(0411)371139
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Wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR.

Dasar

MENUGASKAN :

Kepada : 1.

Untuk

Nama
NIP
Pangkaugol
Jabatan

Nama
NIP
Pangkaugol
Jabatan

2.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal

BUPATI ISAROS,

NAIA
(Menggunakan Gelar)

\

J|.Jend'sudirmanNo...MarosProp'Su|-se|'Te|p.(04'1.1)374374,Faks.(0411)371139
Kode Pos: 90516 Emait : setda@Maroskab'go id

Website : www Maroskab oo id



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0411) 374374, Faks{041'l) 371139

Kode Pos 90516 Email : gdda@Uel9E!9!,-S9.]d. Website ; www Maroskab go id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR.

Dasar

MENUGASKAN :

Kepada :1. Nama
NIP
Pangkat/gol
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkaugol
Jabatan

Untuk

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. BUPATI IAROS
SEKRETARIS DAERAH,

X-A[-A t]t"ngsun.ktn gelat)

Pangkat :

NIP :

*

\
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Wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

Lembar ke
Kode No
Nomor

SUMT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(sPPD)

Dikeluarkan di : Maros
Pada tanggal :

BUPATI MAROS,

NAMA
(Menggunakan Gelar)

1

1 Pejabat yang memberi perintah Bupati Maros

2 Nama pegawai yang diperintah MMMMMMMMMMMMMMMMM

A.N IP
b. Pangkaucolongan
c. Jabatan
d. Tingkat menurut peraturan pertalanan

19730808 199508 1001
Pembina (lv/a)
Sekretaris
Biasa

4 Maksud perjalanan dinas Mengikuti Sosialisasi .

Alat angkut yang dipe€unakan Kendaraan Umum

a. Tempat berangkat
b. Tempat tuiuan

Maros
Makassar

7 a. Lamanya perjalanan dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

2 (dua) hari
14 Juli2010
'15 Juli 2010

I Pengikut
a Pembebanan anggaran

a, Unit Kerja
b. Mata anggaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
.000-0000-0000

10 Keterangan lain-lain
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SPPD No.
Berangkat dari
(tempat kedudukan)
Pada tanggal
Ke

Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

ll. Tiba di
Pada tanggal : ...................................
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

lll. Tiba di
Pada tanggal : ...................................
Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

lV. Tiba di
Pada tanggal ;

Kepala

Berangkat dari
Ke
Pada tanggal
Kepala

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
atas perintahnya dan semata-mata untuk
sesingkat-singkatnya.

perjalanan tersebut diatas benar dilakukan
kepentingan iabatan dalam waKu yang

BUPATI MAROS,

NAMA
(Menggunakan Gelar)

VI. CATATAN LAIN.LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan petjalanan

dinas, para peiabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan
bertanggung iawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila
Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jf. Jend. Sudi.man Maros Prop. Sulsel, Telp (U11\ 374374, Faks (O411) 371139

Kode Pos 90516 Email : setda@Maroskab.go.id, Website : www.Maroskab go id

Lembar ke
Kode No
Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(sPPO)

1 Pejabat yang memberi Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros

Nama pegawai yang diPerintah MMMMMMMMMMMMMMM

a.N lP
b. Pangkaucolongan
c. Jabatan
d. Tingkat menurut peraturan perjalanan

19730808 199508 I 001

Pembina (lv/a)
Sekretaris
Biasa

4 Maksud perialanan dinas Mengikuti Sosialisasi..

5 Alat angkut yang dipergunakan Kendaraan Umum

o a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

Maros
Makassar

a. Lamanya perjalanan dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

2 (dua) hari
14 Juli2010
15 Juli2010

8 Pengikut

9 Pembebanan anggaran
a. Unit Kerja
b. Mata anggaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Maros

000-0000-0000

10 Kelerangan lainlain

Dikelua*an di : Maros
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

l,lAMA PEJABAT(Menggunakan Gelar)

Pangkat :

NIP :



SPPD No. :

Berangkat dari
(tempat kedudukan) :

Pada tanggal :

Ke

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

Pada tanggal : ................................... Ke
Kepala Pada tanggal :

Kepala

Pada tanggal :

Kepala

Pada tanggal : ................................... Ke
: Kepala Pada tanggal :

Kepala

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa petialanan tersebut diatas benar dilakukan

alas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang

sesin gkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAEMH.

NAMA PEJABAT(Menggunakan Gelar)

Pangkat :

NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN :

.. VII. PERHATIAN

Peiabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Peialanan' dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkautiba serta Bendaharawan

bertanggung iawab berdasar|(an peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila

Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.



Wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

Ditetapkan di Maros
pada tanggal ..............

BUPATI IAROS,

N A I A lMenggunakan G6lar)

Jf. Jend. Sudirman No...Maros Prop. Sul-Set, Telp. (U111374374 
' 
Faks. (0411) 371139

Kode Pos : 905'16 Email : setda@Maroskab.go.id
Website : www.Maroskab.oo.id
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---__-__________ U,tna
lfuning Emas

BUPATI MAROS

SURAT KUASA
Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

Kepada

MEMBERI KUASA

Untuk

a. Nama
b. NIP
c. Jababn

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana meslinya.

Yang diberi kuasa

NAIA JABATAN,

N A n A (t ,snggunakan Cielar)

Pangkat :

NIP. :

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Yang memberi kuasa

BUPATT IAROS,

NAUA
(M,enggunakan Gelar)

Jl. Jend. Sudiman No...MarosProp. Sul-Sel,Telp. (O411) 37437/1' Faks. (O411)371139

Kode Po6 : 90516 Email : seda@Maroskab.go.id
Website : u,vr$r.Maroskab.oo.id
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__________-_-___ Wama
]tuning Emd

BUPATI MAROS

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor : ....................... Yth. ......................................
Sifat :

Lampiran :

Hal : Undangan
di -

Hari :

Tanggal :

Pukul

Tempat :

Acara :

BUPATI UAROS,

NAUA
(Menggunakan G€la.)

Calatan :

1.

2.

+
Jf. Jend. Sudiman No. ..Maros Prop. Sul-Sel, Telp. (c4111374g74, Faks. (0411) 371139 \

Kode Pos : 90516 Email : setda@Maroskab.go.id I
Websib : www.Maroskab.qo.id
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______----_----- Wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

SUMT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
NIP
Pangkaucolongan
Jabatan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama
NIP
Pangkaucolongan
Jabatan

Yang diangkat berdasarkan Peraturan
.................Nomor......................... terhitung ..........................
telah nyata menjalankan tugas sebagai
di -

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan
sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila
dikemudian hari isi surat pernyataan ini temyata tidak benar yang berakibat kerugian
bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

BUPATI UAROS.

NAIA
(menggunakan Gelar)

Jt. Jend. Sudiman No. ..Maros Prop. SuFsel,Telp. (04'11') 374374, Faks. (0411) 371139
Kode Pos : 90516 Email : setda@Maroskab.go.id

Website : www.Maroskab.oo.id

+
\



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp ((N1 l) 374374, Faks (0411) 371139
Kode Pos 90516 Email : satda@Maro8kab.9o.id, Website : trww.Maroskab.go.id

NOTA DINAS

Kepada
Oari
Tanggal
Nomor
sifat
Lampiran
Hal

SEKRETARIS DAERAH,

NA A PEJABAT (M€nggunekrn g€ler)

Pangkat :

NIP :



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudiman Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0411) 374374, Faks (O41 1) 371139
Kode Pos 90516 Email : setda@Maroskab.go.itl, Website : twvw.Maroskab.go.id

Nomor

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Kepada

Yrh.

di -

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormal

Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk Mohon persetuiuan
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

1.

2.

NAIIA JABATAN,

NAUA PEJABAT
Pangkat :

NIP :
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@
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jf. Jend. Sudiman Maro6 Prop. Sul-S€|, T6lP. (U111374374, Faks (041 1) 371139

Kod€ Po6 90516 Email : setda@Maroskab.go.id, Website : rvt!,w.Maroskab.go.id

LEIBAR DISPOSISI

Surat dari :

No. Surat
T9l. Surat

Diterima Tgl :

No. Agenda :
Sifat :

D Sangat s€gera D Segera E Rahada

Pedhal

Diteruskan kepada Sdt.:

tr
Dengan homat harap:

tr
tr
tr
tr

Tanggapan dan Saran
Proses lebih lanjut
Koordinasi/konfi masikan

n
tr

Dan seterusnyanya ...

Nama Jabatan
Paraf dan tanggal

Nama Poj.rb.t
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@
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudiman Maros Prop. Sul-Sol, Tslp ((x11) 32t374' Fd(s ((x11) 371139
Ko(b PG 90516 Email : 3€tda@Maroskab.go.id, Website : wrrw.M8rc6kab.go.id

TELAAI'IIAN STAF

lcpada :

Dad :

Tanggal
Nomor :

Lampiran :

Hal :

l. Pokok Pemasalahan

ll. Pra Anggapan

. lll. FakFFalda yang memp€ngaruhi

lV. Analbis

V. KesimPulan

Vl. Saran

NATA JABATAI'I,

NAIA PEJABAT
Pangkat :

NIP :
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FORMULIR BERITA

Registrasi No :

KI.ASIFIKASI : SEGERA

Nomor :

PANGGILAN JENIS NOMOR DERP"IAT

DARI

UNTUK

KMA

Tanggal waktu pembuatan .........

Pengirim

Nama

Jabatan

Tanda tangan

No.Kode
Waktu

Lalu Paraf
Operator

Terima Kirim



&

LEMBARAN DAERAH I(ABUPATEN MAROS

Nomor ...... Tahun Sed .... Nornor

PERATURAN DAERAH KAAUPATEN MAROS
Noflror : ..............

.TENTANG

dan s6teru8nya

Obndangkan dalam Lsnbaran Daerah lGhipatEn Maros

Nomor ....... Tahun ........
S€ri.......
TangEFl .............

SE|GETAES IIAEIRAII,

NAflA PEJABAT flqrgo'rr*r| c.bt
Pangket i
NIP. :
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. BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS

. Nomor ...... Tahun........ S€d.... Nomor

PERATURAN BUPATI T'AROS
Nomof : .............

TENTANG

Dlundangkan dalam B€tib Daerah KabuPabn Ma16

Nomor ....... Tahun ........
S€ri.......
T.n99a1 .............

SEIGETAR|S DAERAII'

dan sden 8nya

MTAEEJAEAI tr-estrt.lrltc.b4Pangkat :
NIP. :
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Wama
Kuning Emas

BUPATI MAROS

BERITA ACARA
NOMOR : .........

kami masing-masing:

1. ........................... ................yan9 selaniutnya

disebut Pihak Pertama (memuat nama, NtP, Pangkaucolongan' Jabatan dan alamat)

2. --......................... ................yan9 selanjutnya

disebut Pihak Kedua

Berita Acara ini dibuat dengan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

sesungguhnya dalam rangkap..... untuk

Pihak Kedua

Dibuat di .............................

Pihak Pertama
BUPATI MAROS,

NAIA PEJABAT
Pangkat :

NIP :

NAIA
(Menggunakan Gelat)

Mengelahui/Mengesahkan

NANA PEJABAT
Pangkat:
NIP :
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PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jt. Jend. Suditman Maros Prop. Sul-Sel, Telg (c/.'11\ 374374'Faks (0411) 371139

Kode Poe 90516 Email : setda@MarGkab go.id, website : w!r'w Maroskab go id

NOTULEN

Sidang/Rapat
Hari/Tanggal
Waktu Panggilan
Waktu sidangftapat
Acara 1.

2. dan seterusnya
3. PenutuP.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua
Sekretaris :

Pencatat :

Peserta sidang/rapat

Kegiatan Sidang/Rapat :

dan seterusnya.
:1.

2.

1.
2. dan seterusnya.

1.
2.

Kata Pembukaan:
Pembahasan :

Peraluran

PIMPINAN SIDANG|/RAPAT
NAMA JABATAN,

NAIA PEJABAT
Pangkat :

NIP. :



6t

---------.+ ku
ltu*EEma

BUPATI MAROS

MEMO

Dad i

tct.

Maroe, ...........................

BUPATI TAROS,

I{ATA
( tril€oggunsken G€ls)



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp ((X1 1 ) 374374, Faks (041 1 ) 37 1 1 39

Kode Pos 90516 Email : sstda@Maroskab.go.id, Webcite : twvw Maroskab go id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari
Tanggal
WaKu
Tempat
Acara

NO
NAMA

JABATAN/
PANGKAT

TANDA TANGAN KET

1.

3.

Maros, .......................

NAIA JABATAI{,

I'IATA PE.,ABAT
Pangkat :

NIP. :



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jf . Jend. Suditman MarG Prop. Sul€el, Telp (U111 374374' Faks ((x11) 371 139

Kod€ Pos 90516 Email : setda@Maro€kab.go.id, website : rM w'Maroskab'go id

DAFTAR HADIR PEC'AWAI

BULAN
MINGGU

NO NAMA
PANGKAT/

GOL
TANGGAL KET

P s P s P S P s
a 2 3 4 6 7 8 9 l0 11 12

KEPALA SUB BAGI,AN/
SEKRETARIS

Maros,..........................

NAIA JABATAN,

NAIA PEJABAT
Pangkat :

NIP. :



BUPATI TIIAROS

PIAGAM PENGHARGMN
Nomor :

BUPATI MAROS
Dengan ini membsrikan penghargaan kepada

Nama

TempaUTanggal lahir

NIP/NRP

Jabatan

lnstansi

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

BUPATI IAROS,

I{A[A JELAS
( Mcnggun8kan Gela.)



BUPATI MAROS

SURAT TANDA TA]TIAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor

BuDati Maros, Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000'
ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan

Nama

TempauTanggal lahir

NIPNRP
Pangkaucol. Ruang

Jabatan
lnstansi

Kualifikasi

Pas Photo

4xo

Pada Pendidikan dan Pelatihan .................Kabupaten ......................... yang diselenggarakan oleh Badan Pendbikan dan Pelatihan

Kabupaten di ... daritanggal ..... sampaidengan . . yang meliputi

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

BUPATI UAROS,

I{AflA
( Menggunakan Gelar)

: 000000000/0000

LULUS



Baoian Belakano STTPP

AGENDA PEIIBELAJARAN

TEMA
Umum : ........ (ditentukan Badan Diklat Depdagn)

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue ac-tual setempat)

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAI{ DIKLAT'

NAIA PEJABAT
PANGKAT:
NIP. :



14

BUPATI MAROS
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : ..................

Buoati Maros, Berdasarkan pp Nomor 101 Tahun 2ooo, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tshun 2002 dan ketentuan-

ketentuannya menyatakan bahwa :

Pas Photo

4x6

Nama
TempavTanggal lahir
NIP/NRP
Pangkaucol. Ruang
Jabatan
lnstansi

Kualifikasi

: 000000000/0000

LULUS

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten ......... . . yang diselenggarakan oleh Kabupaten Maros' dari

tanggal .......... sampaidengan ...... ......yang meliputi .. . ..... '

TemPat, Tanggal Bulan dan Tahun

A.N. BUPATI MAROS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH OAN DIKLAT'

NAMA PEJABAT
PANGKAT :

NIP, :
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Baoian Belakano STTPP

AGENDA PEUBELAJARAN

TEMA
Umum : ....... (ditentukan Badan Diklat Depdagri)

Khusus : ....... (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actualsetemPat)

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAI{ DIKLAT,

NAIA PEJABAT
PANGKAT:
NIP. :



BUPAilATAPOS

sebagai/Atas partisipasinya dafam yang

diselenggarakan oleh ................... dari tanggal ............. s.d

Tempat, Tanggnl Bulan dan Tahun

BI,'PATIMAROS,

NAMAJEII\S
( Menggunakan Geht )

SER.TIFII(AT

Diberikan kepada :

Nama :

NIP :

Instansi :
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2. Penggunaen " u.b.":

: a.n. BUPATI MAROS a.n. SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINFTRASI UiIUM

- u.b. u.b.. 
ASISTEN ADIINISTRASI UMU , KEPALA BAGIAN UMU['

B. PENEIPATAN a,n, u.b, Plt Plh dan Pj

'1. Penggunean "a.n."

A.N, BUPATI MAROS
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat:
NIP. :

A.N. CAUAT flANDAI
SEKRETARIS CAIAT,

NAMA
Pangkat :

NtP. .

Pangkat :

NIP. :

3. Penggunaan " Plt "

PIt BUPATI flAROS
WAKIL BUPATI,

NAMA

A.N. LURAH TURIKALE
SEKRETARIS LURAH,

NAMA
Pangkat :

NIP. :

NAUA
Pangkat:
NIP. :

PIt ASISTEI{ ADIINISTRASI UMUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

NAMA
Pangkat :

NIP. :
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4. Penggunaan " Plh "

PIh. BUPATI MAROS
WAKIL BUPATI,

NAMA

5. Penggunaan " Pi "

Pj. BUPATI UAROS,

NAMA

C. PARAF DAN PENULISAN NAIUA.

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.

a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,

Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur

Rumah Sakit Umum, harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang peiabat

secara berienjang untuk berlanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan

oenulisan;aakah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah iarum iam
dimulai dari sebelah kiri nama peiabat yang akan menandatangani'

b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pe.iabat yang akan menandatangani naskah

dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

c. paraf untuk surat perintah perialanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama

d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumtahnya lebih dari satu halaman, sebelum

naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang beMenang maka harus

dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman'

e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, setiap lembamya di paraf

pada pojok kiri kertas bagian bawah oleh Kepala Bagian Hukum '

f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada

lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat' nomor, tanggal dan

tentang serta pada'bagian akhir ditulis garis penutup dan sebelah kanan bawah

ditandatangani oleh peiabat yang beMenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi.

a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut

kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh perabat yang belwenang harus

di;araf Grbbih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum

pada setiap lembar naskah.

b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut

kepentingan unit lain sebelum ditandatangani olgh peialal yang berwenang harus

oiiarat tiaeuitr dahutu oteh unit pengotah, unit tain yang terkait pada lembar terakhir

naskah.



c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat'

Contoh paraf hie;arkhb dalam bentuk searah iarum iam:

(2) BUPAI MAROS (3)

(1) lr. H. M. HATTA RAHMAN, M.M.

Keterangan:
a. Nask;h dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati untuk lingkup

Setda diparaf :

1. Pejabat Eselon lll (Kepala Bagian) pengolah naskah dinas
2. Pejabat Eselon ll.b (Asasten)

3. Pejabat Eselon ll.a (Sekretaris Daerah)

b. Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh BupatiMakil Bupati untuk SKPO di

luar Setda menggunakan paraf hierarkis dalam bentuk "Matrik" sebagaimana

contoh

Contoh paraf hierarkhb dalam bentuk matrik:

Paraf

Sekda ..

Asisten -.

Kepala bagian...

Kasubag..

Paraf

Sekda ..

Asisten ..

Keoala Badan/ Dinas...

Kabid/Sekretaris .

Paraf

Sek Oinas /Badan ..

Kabid .

Kasubid / Kasi .

Contoh paraf koordinasi di lingkungan Pemerintah KabuPaten llaros

Pa'al
Sekda ..

Asisten..

Kabag..

Kabag ..

Kasubag ..

Patat

Sekda .

Asisten

Kepala Dinas ..

Kepala Badan .

Kepala Kantor ..

Kabid/Kasi .

Contoh pattt kootdinali yano Contoh paartoordina€i y'ng

t|ollbau€n b.boEpa b.oi.n *l6llba{cn beboEpa unit k€rja

3. Penulisan nama peiabat yang beMenang menandatangani naskah dinas'

a. penulisan nama Bupati, nama wakil Bupati dan nama K€pala Desa pada naskah

dinasda|ambentukPe.a||r'anDaelahdanPelaturanDesatidakmenggunakange|ar;

b. penulisan nama Bupati dan nama Wakil Bupati dan-nama K€pala Desa pada naskah

dinas dalam bentuk selain yang dimaksud pada huruf a dapat menggunakan gelar;

c. nama pejabat yang menduduki jabatan struKural dan fungsional menggunakan gelar'

NIP dan Pangkat.



D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.

Lambang Negara/Daerah

STEUPEL JABATAN DAN STEIPEL SKPD.

a. Contoh Stempel Jabatan

b. Contoh Stempel Sektetatiat Daerah dan Sekrelariat Dewan

c. Contoh Slempel Satuan Kerja Perangkat Daerah

ffi ,@
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d. Contoh Stemoel Kecamatan dan Kelurahan/Desa

e. Contoh StemDel Unit Pelaksana Teknis Dinas

f. Contoh Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu.

g. Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4: 1.

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama

daerah dan nama satuan keia perangkat daerah adalah 3 : 4.

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14

b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial '16'

lt:l

F.

ffi ffi
c3sI UPTD I* \ t*
,\-

(6ii
\ri#z

pemerintah



t2

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas sepedi pada cor oh berikut :

Contoh I : g. Kop naakeh dines Bupat dalam Bontlk dan Su3unan Prcduk Hukum

BUPATI MAROS



E3

b. Kop n.!k h din.. Bupat dalam d.l.m Bentlk dan Susunan Sur.t

BUPATI MAROS

Jl. Jsd. sudirman. No ...Maros P.op. Sulsel, Telp ((X11)374374' Faks.(0411) 371139
Kode Pos : 90516 Email : setda@Marcokab.go id'

\t\&ite : www.lvlaroskab go.id
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Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Daerah Kabupaten iilaros dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp (U11\ 374374, Faks (04'l1) 371139

Kode Pos 90516 Email : setda@Maroskab.go.id' Website : www.Maroskab go.id

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl ..........................No... Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421). . . ..' Faks (0421) ..

Kode Pos 91122, Email : .......................... , Website: . ... .. ..

Contoh 3: Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

BADAN PERENCANAAN PEIIIBANGUNAN DAERAH
Jl ...........................No... Maros Prop. Sul-Sel' Telp (0421) .... , Faks (0421) '

Kode Pos.........., Email :....., Website:

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS PEKERJAAN UIIIUM
Jl ............... No. .... Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421).... . .., Faks (0421) " .

Kode Pos ............, Email: ..... ...' Website: . ... . . .. .. .
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PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Jl ............. No. ...... Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421) . . ' Faks (0421). . .

Kode Pos..............., Email :........ , Website:. . ... ..

Contoh 4 : Kop naskah dinas Kecamatan dan Kelurahan.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECATI'IATAN MANDAI

No. .... Maros Prop. Sulsel, Telp (0421). . . .., Faks (0421). .. .

Kode Pos..............., Email : ........., Website; .. . ..... .

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

KECAMATAN MANDAI
KELURAHAN HASANUDDIN

Jl ............. No. .... Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421) .. . ..' Faks (0421). '
Kode Pos............. Email : .... .. ' Website: . .......

G. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS'

UKUMN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama

dan tulisan nama satuan keria perangkat daerah adalah 3 : 4

a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.

b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18'

pemerintah daerah



Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas Bupati

BUPATI MAROS

Jl. Jend. Sudirman Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421).. .. .' Faks (0411)orur I rvP vvr
Kode Pos......, Email : setda@Maroskab.go.id, Website : www.Maroskab.go.id

Kepada
Nomor :......l.....L..L... Yth. Sdr. . ........... .....''.

Stempel di-

Contoh 2 : Kop sampul naskah dinas Sekretariat oaerah dan Sekretariat OPRD

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS
Jl. Jend. Sudirman Maros Pro. Sul-Sel, Telp (0411) 21157' Faks (0411)

Kode Pos ..... Email :

Nomor

Stempel

Nomor

PEMERTNTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. .. Maros Prop- Sul- Sel, Telp (0421) . . ., Faks (0421)

KodePos......Email:......-.-, Website: . ....-. ...

Kepada
........f.....f..j... Yth. Sr. ....................

Stempel di-

Kepada
Yth. Sr. ...
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Contoh 3: Kop sampul naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nomor

Stempel

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

l. ............... No. ... Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421)...... Faks (0421)....
Kode Pos........... Email : .......... Website: .............

Nomor : . . . . . . . . . I . . . . . . . . . I . . . . . . . . . | . . . . . . Yth. Sdr.

Stempel di-

: .......... Website : .............

Kepada
Yth. Sdr. .............

di-

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

JI No. .. Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421)..... Faks (0421)

Nomor J.........t.........1......

Stempel
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PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

JI No. ... Maros Prop. Sul-Sel, Telp (042'l).... Faks (0421)

Nomor .t.........t.........t......

Stempel

Contoh 4 : Kop sampul naskah dinas Kecamatan dan Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MANDAI

JI

Nomor

a

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MANDAI

KELURAHAN HASANUDDIN
JI No.... Maros Prop. Sul-Sel, Telp (0421)......,Faks (0421)

.t.........t.........t......Nomor

Stempel
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H, BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

I. BENTUK.

Papan nama satuan keia perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang.

Contoh :

2. UKURAN

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4
a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan Demerintah kota.
b. ukuran huruf " 4 ' untuk tulisan nama satuan keria perangkat daerah.

3, BAHAN

1. Bahan papan nama satuan keda perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan
daerah, misalnya dari bahan kayu, b€ton, seng/plat dan lain sebagainya.

2. Bahan huruf papan nama dialur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari
bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.
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Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati.

KANTOR BUPATI MAROS

Jalan J€ndral Sudirman Nomor ,.. l{arog
Telepon (0411)............ Faks. (0411)....,...... Kode Poa

Contoh 2: Papan nama kantor Satuan Kerja Penngkat Daerah.

PEIERINTAH KABUPATEN MAROS

BADAN I(EPEGAWAIAN DAN DIKI.AT

Jalan Jend suditman No.5 [aroa
Telpon (0.1111.......... Xode Pog

PENERIIITA}I
@
I(ABUPATE UAROS

Dlt{AS PEKERJiAAII UMUM

Ja1an......,..,.,,.,,..... No......,maros
Telpon (O4tl) .......... Kade Po3 .......--

PEMERINTAH
@
KABUPA

'EII 
MAROS

KANTOR PERPUSTAKAN DAT{ ARSIP

Je|an,,...,............... No. -...... Maloa
TGlpor 10421) .....,.... Kodo Pog
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Contoh 3 : Papan nama Kantor Kecamatan dan Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEI{ MAROS
KECAMATAN MANDAI

Ja|an.......,...,. No...... Maros
Telpon (041l) ...-....- Kode Pos..........

PEMERINTAH KABUPATEN IAROS
KECAMATAN MANDAI

KELURAHAN HASANUDDIN

Jalan ...,..-..........No. I llaros
Telpon (041| | .......... Kodc Pos ..........

Contoh 4. Papan nama kantor yang terletak satu ataprsatu kompleks.

PEMERINTAH I(ABUPATE X|AROS

t. KANToR......
2. BADAN.........
3. D|NAS..........

Ja|an.............-.-. Telpon (0421).......... Kode Pos

PAKAF

ASISTEN

rA8^G

IASUIAG A RAHMAN. MM


